
  

 
BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO 

NOMOR ${nomor_naskah} 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH MENJADI OBJEK HIBAH  

 
BUPATI BUNGO, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (7) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Penetapan Barang Milik Daerah menjadi objek hibah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);       

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);       

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6.Undang-Undang...2 
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  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan 

Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 

tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 27, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6797); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

  11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, 
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

  13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 2015 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2018 Nomor 3); 

  14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2021 Nomor 2); 

 

15.Peraturan Bupati...3 
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  15.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 39); 

Memperhatikan: berita Acara Penelitian Nomor 000.2.3.2/01.5/BPKAD/2026 
tanggal 5 Januari 2026 tentang Penelitian Permohonan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

hibah. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK 

DAERAH MENJADI OBJEK HIBAH. 

KESATU          : Menetapkan Objek Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bungo 

pada tanggal ${tanggal_naskah}           
  

BUPATI BUNGO, 
 
 
 

     ${ttd_pengirim} 
 
 
 

DEDY PUTRA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

13 Januari 2026

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               3 / 4                               3 / 4



 

 

4 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO 

NOMOR ${nomor_naskah} 
TENTANG 

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH MENJADI OBJEK HIBAH 

 

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH MENJADI OBJEK HIBAH  

 
Nomor 

  
SPESIFIKASI BARANG 

Tahun  Harga Perolehan Nilai Buku 
Kondisi 

Barang  
Ket 

Urut 
Kode 

Barang 
Register 

Nama/Jenis 

Barang 
Merk/Ukuran/Identitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Daftar Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Tanah         

1 1.3.1.01.01.02.009 000001 TANAH BANDARA  
Luas: 25.000 M2 Sertifikat 

Nomor 003 Tahun 2019 
2006 765.642.750,00 765.642.750,00 B   

JUMLAH 765.642.750,00 765.642.750,00     

 

 
BUPATI BUNGO, 

 
 

   
  ${ttd_pengirim} 

 
 

 

DEDY PUTRA 

 

100.3.3.2/1/BMD TAHUN 2026

${ttd}
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